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Menimbang  :  a.  bahwa tujuan pembangunan kependudukan adalah mewujudkan penduduk yang maju, 

mandiri dan sejahtera. Yang hidup serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan 
daya tampung lingkungan; 

 b.  bahwa penduduk merupakan titik sentral pembangunan yang berkelanjutan, serta modal 
dasar, kekuatan, sasaran, pelaku, dan sekaligus tujuan pembangunan; 

 c.  bahwa hubungan perkembangan kependudukan, sumber daya alam, lingkungan hidup 
dan pembangunan yang terjalin secara serasi, selaras dan seimbang merupakan syarat 
mutlak terwujudnya pembangunan berkelanjutan; 

 d.  bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan Konferensi Internasional tentang, 
Kependudukan dan Pembangunan di Kairo Tahun 1994 beserta hasil telaahan dan kajian 
pelaksanaan Program Aksi Kependudukan dalam sidang khusus ke - 21 Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York Tahun 1999, perlu dilaksanakan Program Aksi 
Kependudukan dan Pembangunan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. 

 e. bahwa sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan Instruksi Presiden tentang pengelolaan 
Program Aksi Kependudukan di Indonesia. 

 
Mengingat : 1 . Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3475); 

  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan 
Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3559): 

 
MENGINSTRUKSIKAN : 

 
Kepada : 1. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 

  2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

 3. Menteri Keuangan; 
 4. Menteri Dalam Negeri: 
 5. Para Menteri lainnya dan para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; 
 6. Para Gubernur; 
 7. Para Bupati/Walikota. 
 
Untuk : 
PERTAMA : Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Program Aksi 
Kependudukan di Indonesia yang meliputi: 

 a. informasi kependudukan; 
 b. administrasi kependudukan; 
 c. pengarahan perkembangan kependudukan. 
 
KEDUA : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional memberikan dukungan bagi perencanaan program dan penyediaan 
dana pembiayaan untuk melaksanakan Program Aksi Kependudukan di Indonesia. 

 
KETIGA : Menteri Keuangan membantu pengaturan dana yang diperlukan sebagai dukungan kegiatan 

Program Aksi Kependudukan di Indonesia. 
 



KEEMPAT  : Menteri Dalam Negeri memberikan dukungan bagi pelaksanaan Program Aksi 
Kependudukan di Indonesia di tingkat propinsi dan kabupaten/kota serta menyusun petunjuk 
umum pelaksanan Program Aksi Kependudukan untuk propinsi dan kabupaten/kota setelah 
berkoordinasi dengan Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional. 

 
KELIMA : Para Menteri lainnya dan para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen memberikan 

prioritas dalam melaksanakan Program Aksi Kependudukan sesuai dengan bidang tugas 
masing- masing. 

  
KEENAM : Para Gubernur melakukan koordinasi dan pembinaan umum bagi kelancaran pelaksanaan 

Program Aksi Kependudukan di daerah masing-masing. 
  
KETUJUH : Para Bupati/Walikota merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi Program 

Aksi Kependudukan di daerah, yang meliputi: 
 a. informasi kependudukan; 
 b. administrasi kependudukan; 
 c. pengarahan perkembangan kependudukan. 
 
KEDELAPAN: Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang, tugas dan kewenangan 

masing,-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan 
Instruksi Presiden ini. 

 
 Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. 
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